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ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai 

pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 154/PMK. 03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan 
Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan 
Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
107/PMK.010/2015, dan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk 
menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras dan/atau gabah di dalam 
negeri dan dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan 
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 perlu melakukan penyesuaian 
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   Permenkeu RI No. 154/PMK.03/2010. 

 
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 
Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di 
Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, telah beberapa kali diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan: 
1. Nomor 224/PMK.011/2012; 
2. Nomor 146/PMK.011/2013; 
3. Nomor 175/PMK.011/2013; 
4. Nomor 107/PMK.010/2015, diubah sebagai berikut: 
Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf i dan huruf k diubah, yaitu tentang Pemungut 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf f, ayat (2), dan ayat (5) diubah, serta di antara 
ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), yaitu tentang: 
Atas pembelian bahan-bahan berupa basil kehutanan, perkebunan, pertanian, 
peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh 
badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, 
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebesar 0,25% (nol koma 
dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak  
Pertambahan Nilai. 
 



Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) diubah, yaitu tentang Pengecualian dari 
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. 
Di antara Pasal 10A dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10B, 
yaitu tentang Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i, 
huruf k, Pasal 2 ayat (1) huruf f, ayat (2), ayat (2a), ayat (5), serta Pasal 3 ayat 
(1), dan ayat (4), mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 
tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
107/PMK.010/2015. 
 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 Februari 2016. 
  - Lampiran : 19 Halaman 
 


